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1.Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019

tentang

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015

Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
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Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Melakukan Uji Konsekwensi atas Permohonan 
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